PROSEDUR PERMOHONAN PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN
RISKA KARTIKA SARI, Rizky Septiana W. 55

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DAFTAR PUSTAKA

Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2005, Hak-Hak Atas Tanah, Kencana,
Jakarta.

Mustofa, Bachsan, 1998, Hukum Agraria Dalam Perspektif, Redmaja Karya,
Bandung.

Perangin, Effendi, 1991, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Rajawali Pers,
Jakarta.

Santoso, Urip, 2007, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988).

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4432).

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893).



PROSEDUR PERMOHONAN PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN
RISKA KARTIKA SARI, Rizky Septiana W. 56

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

7. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5491).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3746).

Internet

Kamus Besar  Bahasa  Indonesia Online, “Pengertian Tanah”,
http://kbbi.web.id/tanah, diakses pada tanggal 08 Juni 2015 pukul 19.00 WIB

Sumber Lain :

Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia



